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A. PENDAHULUAN
Pelaksanaan olonomi lokal pada umumnya dai otonomi masyamkat desa
khususnya adalah sebagai upaya rnewujudkan masyarakat mandiri yang mampu
membargun mass depannya sendiri. Untuk merealisasikan membutuhkan
pemahaman teoritis dan juga pengalaman empiris yang diperoleh dari prakiek
lapangan mendampingi masyarakat dalam implementasi otonomi mawarakat
desa.
.Kita harus neninggalkan paradigra lama tentang desa yang mendi.ikan
masyarakat desa sebagai obyek pembangunan yang lidak punya peran dan
suam. Dalam paradigma baru, p€merintah pusat dan daemh akan memastikan
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bahwa siandar minimal dai pelayanan publik dan dernokasi dikelola secara
benar, tetapi menyemhkan keperninpinan pedesaan yatg tyata kepada
pendudikrya. Terapi hal ini juga tidak cukup ; maka Pemerintah desa (K€pala
Desa dan perangkatnya) juga' harus disempower karena selama ini nerekalah
yalg M<uasa di desa. Oleh karena itu masraralat kecil desa seperti petani,
buruh ra , kaki lin4 tukang bangunan, perempuan usaha kecil dan lar'nlain
harus didukung dan diberdayakan.
Otonomi masyarakat desa dipengaruhi oleb tinggi rendahnya intervensi
biroknt dan keberdayaan govemaice desa. KeMayaan masyarakat desa
merupakan suat[ kordisi yang hanrs ada agar otonomi masyamkat desa teNebut
terwrjud. Salah satu indikator rmtuk mengukur tingkat keberdayaan tersebut
adalah seberapa besar kandungan kapital yang dimiliki suatu komunitas atau
masyarakat tersebut.
Proses menuju terwujudnya otonomi rtasyarakat desa bisa berjalan bila
aspek pendewasaan sikap dan kemandirian masyarakat semakin tumbuh, sebab
pada hakekatnya masyamkat merupakan kekuatan utama untuk
mendayagunakan patennya daerahnya. Mereka juga metupal(an potensi yang
dapai mengontrol kebijakan Pemda agar senanliasa Proporsional dan adil.
Otonomi akan tercapai bila partisipasi masyarakat dikembatgkarr. Wujud
panisipasi masyarakat baruslah dalam seluruh tahapan proses pengambilan
keputusan mulai dad perenca$aan, Pelaksanana, pembangunan desa,
pemanfaatan hasil serla dalam pengevaluasian.
Kelerlibatan masyarakat hanrs diwujudkan semaksimal mungkin sehingga
potensi-potensi yang mendukung dalam sebuai desa dapat berfungsi secam
-. 
oplimal sesuai dengan norrna-norma yang dianul masyarakat desa.
cambar: Pengaruh kandungan dan distribu$ kapital bagi
Pemberdayen Covemance desa
covrl- soctEtY
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B. MBTODI
Metode yang dipakai adalah libmry rese;h (riset kepustaloan) dan
mempelajad, Dengkitisi hlisar-tulisan sejenis yang pernah terbit di media
massa atuapun makalah-makalah yang d;sajikan dalarn seminar-setninaa ilniah.
C. IIASIL DAN PEMBAHASAN
Governance Desa
Model, bentuk dan konsep otoBomi masyamkat desa atau apapun
sebutannya senantiasa berkembang dan bukan merupakan suatu yang baku. Hal
ini juga harus disesuaikaD dengar p€makaianya. Penerapar otonomi masyarakat
desa dalam program aksi rnenrpakan kesempatan yang sangat b€rha.ga ;
rneDgingat potensinya yang besar untuk mengembangkaD desa secara mandiri
di masa yang alaD datang.
Di kalangn intemasional muncul pemikiran teDtang good 
- 
govemance
direrjemahkan sebagai : penyelenggaraan peme.intahan yang baik dan
pelaksanaannya ditekalkan terutama di tingkat nasional dan daerah.
Sedangkan Sudarsono menjelaskan pengertian govemance diartikan
sebagai metode Chek and balance kewenangan dan pengambilan keputusan(oleh Direktur, Manajer, Pemegang Saham, Karyawan dan SlakeholdeB dalam
suatu organisasi). Opemtor negara disemhkan pada manaier disebut presiden.
pemilik saham dari negara adalah rakyal dan bertindak sebagai konsumen.
Board of directors suatu negara diekspresikan ke dalam MpR dan DpR
merupakan lembaga perwakilan rakyar-
Ema Wiloelar mengidentifikasi para p€laku govemance yaitu sektor publilq
sektor swasta dan masyarakat warga (Covil society). Masing-masing pel;ku ini
memiliki fungsi dimaDa satu sama lain terjadi keterkaikn. penerapa,
govemance agar menjadi good govemance dilandasi dengan prinsip-prinsip,
parlisipasi, penegakan hukum, transparansi, sikap langgap, kesetaraan, visi
yang strategis, efektivilas dan efisiensi, profesionalisme, akuntabilitas dan
pengawasan.
Penerapan prinsip good govemance yang tertuang dalam program
Pembangunan Nasiona (Propenas) tahun 2000 ."yoryuny" rn"n"-ukrp
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keselunrhan tingkatan pemerintalar mulai dari tingkat nasional hingga ke desa
/ kelurahan,
Kons€p govemanc€ bila diterjemahkan dalam konteks desa menjadi
govema.ce desa (Village Govemance) intenksi yarg seimbang dapat
diwujudkan melalui kerja sama dan koordina$, oengutarnakan dialog
negosiasi meDuju musyawamh rrufakat.
Pemerintah desa terdiri atas Kepala desa dan aparatDya. Kepala desa dipilih
langsung oleh penduduk setempat dari calon-calon yang memeruli persyaratan.
KemDdian kepala desa terpilih melengkapi aparatnya mulai dari aparat yang
sehad-hari terlibaf largsung dalam urusan desa (melakukar akivitas di kantor
desa) maupun yarg berperan sebagai kepala wilayab baik dalam lingkup
Kepala Dusun (Kadus), Rukun Warga (RW), ataupur Rukun Tetangga (RT).
Pernerirlah Desa seringkali masih dibantu oteh panitia-panifia yang dibentuk
untuk kegiatan khusus seperti panitia pembangunanjalan, masjid dan lainlain.
Gambar : Interaksi diantara Komponen Govemance Desa
Pasar atau pelaku ekonomi di desa dapat dibedakan atas individu dan
kelompok. Pelaku ekonomi individu dibagi atas ekonomi informal dan pelaku
ekonomi formal. Pelaku ekonomi informal perorangan tidak memiliki badan
hukum. Pelaku ekonomi individu yang formal memiliki badan hukum misalnya
: CV. PT, Firman.
Pelaku ekonomi kelompok dapat dibedakan atas kelompok s\ryadaya masyarakat(KSM), arisan, kelompok tani dan tain-lain. pelaku ekonomi kelompok formal
berbadan hukum misalnya koperasi nisalnya : KUD dan Badan Usaha Milik
Desa (Bumdcs).
Pemerintah Desa dan
BPD
Pasar Badan UsahaMilik
Desa dan Usaha Masy
Civil Society
(Lembaga Kemasyarakatan)
4:t5
Civil Society merupal,an salal satu komponm masyarakat desa vans
berpolensi mtuk melakukan perubahan. Hanya saia tingkat keraeanan iuil
dalam tujuan. kemandirian aktor maupun kegiatalnya sangat tinggi.-
Jadi rnodel atau beDtuk ekonomi masyarakat desa pedu l'ikelonpok*an
sepefii :
l - Peme ntahao desa dan BpD adalah perneriotaiah Desa.2. Usa-ha maslzraltat dan Badan Usaia l\4ilik Desa dikelompok*an sebagai
Pelaku Ekonomi Sementara.3. LPMD merupalan sala.h satu Lembaga Kemasyar-akatan di desa yang dapatdikelompoklan sebagai civil society-
Menuiut Robert M.Z. Lambang (2003), desa memiiiki tiga komponen dasar
yang harus ada yaitu :l. Satuanadministratif
2. Satuan teritorial
3. Struktur sosial budaya (termasuk di dalamnya nilai dan norma / hukum
adat)
Menurut kemandirian desa merujuk pada kemarnpuan riil desa dalam
menyelenggarakan govemance secara internal tanpi atau dengan bantual
:1.1:-"1 ":qk menin8ka*an kesejahteraan lahir bain anggota-rnasyarakar.Hal ini berhubungan dengan kemampuan komgronen govemi-nce yanj ada didesa untuk mengorganisir sendiri semua potensi- yang tenedia_ datarn
lingkung4nnya- Potensi tersebut berkaitan dengan IL Kemandirian komponen govemance untuk melakukan self govemirg
secam bersama-sama.
2. Mengoplimalkan pemanfaatan potensi apa saja yang ada di des! tseDe(i
benn*-bentuk kapital dan memobilisasikannya untui kepentingan proveL.
kata proyek diartikan sebagai masyarakat desa).
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Satuan Sosial Budaya
KAPITAL
Satuan Teritorial Satuan Administra(if
Cambar : Kemandirian desa dalam perspeklif Sosiologi
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Civil Society merupakar salah satu komponen masyarakat desa yang
berpotersi unn* melakukan perubahan. Hanya saja tingkat keragarnan bai*
dalam tujuarL kemandirian aktor mauplr kegiatanrya sangat ringgi.
Jadi model atao bentuk ekonomi masyarakat desa perlu dikelompokkan
sePerti :
l. PemerintahaD desa dan BPD adalah Pemerintahan Desa-2. Usaha maqa akat dan Badal Us$a Miljk Desa dikelompokkan sebagai
Pelaku Ekonomi Sementara.
3. L_PMD merupakan salah satu Lembaga Kemasyarakaian di desa yang dapat
diftelompoklar sebagai civil society.
Menuut Robert M.Z. Larnbaag (2003) desa memiliki tiga komponen dasar
yang harus ada Fitu :l. Satuan administratif
2. Satuan ter;torial
3. Struktur sosial budaya (termasuk di dalanmya nilai dan nonna / hukum
ada0
Menurut kemandirian desa merujuk pada kemampuan riil desa dalam
menyelenggarakan governance secam intemal tanpa alau dengan bantuan
ekstemal untuk meningkatkan kesejahteraar lahfu batin anggota masyarakal.
Hal ini berhubungan dengan kemampuan komponen govemance yang ada di
desa untuk mengorganisir sendiri semua potensi yang tersedia dalam
lingkungannya. Potensi ters€but berkaitan dengan :L Kemandirian komponen govemance untuk melakukan self goveming
secan bersama-sama.
2- Mengoplimalkan pemanfaatan potensi apa saja yang ada di desa (seperti
bentuk-bentuk kapital dar memobilisasikannya untuk kepentingan proyek,
kata proyek diartikan sebagai masyarakal desa).
M"*ajud on Otononi Maryarahat Desa Suatu Ahetnaif...6n Dayati)
Satuan Sosial Budaya
KAP]TAL \
Satuan Teritorial Satuan Administratif
Gambar: Kemandirian desa dalam pcrspekl if Sosiologi
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Kapitat atau modal sudah menjadi pengertian yang umum, padahal konsep
modal atau kapital dengan dengan sumberdaya baik yarg tersedia dalarn sistem
maupun di luar sistem. Oleh karena itu untuk menyamakan p€rsepsi, maka
kapiial terdiri dari mircarD-macam yaitu :
L Kapital Sosial:
Menrpakan jumlah keseluruhan dari sumber adanya akiual ataupun
potensial b€rkaitan dengan jmingan yang dapat bertahan lama memiliki
sedikit atau banyak hubungan ;nstitusional (Piene Bourdie, 1986 dalam
Akjandrc, I 99E).
2. Kapital Fisik:
Didasart<an pada jenisjenis sumberdaya fisik kurang yalg dimiliki elernen
govemance seperti tanah dan bangunaD, kantor dan p€mlatannya serta
samna dan Plasaaana lainnya.3. Kapilal Manusia :
Dibentuk melalui perubahan dalam individu yang beieitan dengan
ketrampilan dan kemampuan yang emampukan mereka bertindak dengan
cara-cara banr. Kapital manusia berkaitan dengan kep€mimpinan, tingkat
pendidikar, pelalihan maupun pengalaman beorganisasi.
4. Kapilal Ekonomi:
Meliputi uang tunai, deposito (tabungar) atau s€tara dengan uang yaDg
dimitiki oryanisasi .
Dominasi Pemerintahan Desa
Peranan Pemerintahan Desa sebagai regulator adalah salah satu faktor
-_ 
penyebab dominannya peraran lembaga ini dalam mengalur desa- Hal ini
-didukungoleh kandungan kapital yangdimilikinya yaitu dilentukan oleh :
l. Secam normatif peran tersebut diakui oleh undang-undang
2. Kapital yang dirniliki Pemdes sangat kuat
3. Struktur Pem€rintahan i)esa yang dibangun hingga mencakup dusun, RW
dan RT yang didukung oleh sumber daya manusia yang relatif lebih
lengkap serta desentralisasi kenangan desa hingga ke tingkat RT
merupakan perubahan yang cukup signifikan dalam mendekatkan
pelayanan pada masyarakat
4. Jaringan kcrja yang sudah berkembang baik di tingkdt Kccanalan maupun
asosiasi Kepala Desa yan8 b€rbentuk setelah era otonomi daerah
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5- PengalaDan apamt desa sebelunnya dalarn perataar marajemen desa
semakin memperkDat lrosisi pemerintahar d€sa sebagai Regtlator di tingkat
desa
Sebagai akibat dominarmya kapital pem€rintahan desa dibaadingkaa dengao
pelaku ekonomi dan Civil Society malm interaksi diartara ketigary? tidat
seimbang. Artinya pemerintahan desa jauh leb;h kuat dibandingkan dengan
pelaku ekonomi dan Civil Society karena kapital yang dirniliki Pemerintah
Desa jauh lebih tinggi- Akibahya p€rnerintahan desa jadi dorninan, sehingga
seringkali mematikan inisiatif elemen govemance lainnya. Pemerintahar desa
dibiarkan meqiadi pemain-pernain tunggal sehingga gov€mance desa lainnya
tidak mampu melakukan pengaturan diri.
+ : Kekuatan
Cambar : Interaksi tidak seimbang diantata ke 3 €lemen goverrance Desa
Struktur Pemerintahan Desa
Dalam struktur !€merintahan desa dimulai dari kepala desa Dembawahi
Sekretaris Desa. Adapun Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf yang disebut
kepada urusan ; kemudian Kepala Desajuga membawahi kepada dusun. Dalam
praktek organisatoris pemngkat pemerintahan desa, juga dibantu oleh RW dan
R]' yang mengelahui keadaan warganya.
Adapun masyarakat atau individu terkait langsung dalam proses
pemerinlahan desa, pada hal-hal terlentu saja, seperti masyarakat atau individu
pada pemilihan kepala desa berhak menentukan pilihannya sendiri. Dalam
praklek organisatoris perangkat pemerintalan desa juga dibantu oleh RW dan
RT yang mengetahui keadaan warganya.
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Urusan pemerinrahan yang menjadi kes€naigan desa mencakup (lJU No
32 Tb- 2004 pasal 206) :
l. Urusan pemerintahal yang sudah ada berdasarkat hak asal-usul desa.
2. Unsan pemerintahan lzng menjadi kewenaigan Kabopatet / Kota yang
diserabkaD pengafurannya kepala desa.
3. Tugas pembantuan dad Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan atau
p€merintah kabupaten / kota.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-irdnagna[
diserahkan kepada desa.
Tugas dan kewajibaa kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan
pemerintahan desa diatur lebih lanjut dengan Perda berdasar{at Peratuan
Pemeriotah.
Badan Permusyawaraian Desa berfungsi men€tapkan peraturan desa
belsama kepala desa, menampung dan metyalurkan aspirasi masyarakat-
Anggota BPD adalah ]vakil dari penduduk desa yang ditetapkan dengan cara
musyawarah dan mufakat, Ketua (pinpinsn) BPD dipilih dari dan oleh anggota
BPD. Syarat dan tata cara p€netapan angSota dan pinpinan BPD diarur dalart
Perda yang berpedoman pada Peraluran Pemerintah. AdaPun masa jabatan
anggola BPD adalah 6 tahun dan dapat dipilih lagi untuk I kali masa jabatan
berikutnya (UU No.32 Th- 2004 pasal209).
Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan
pemturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan
Lembaga Kemasyamkalan bertugas m€mbantu p€merintah desa dan merupakan
mitra dalam m€mberdayakan masyarakat desa.
D. SIMPULAN
Dari hasil penelitian di alas dapat disimpulkan bahwa keuangan desa adalah
semua hak-hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala
sesuatu baik berupa uang mauplrn berupa barang yang dapat dijadikan milik
desa berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kelvajiban. Hak dan kewajiban
yang dimaksrd adalah yang m€nimbulkan pendapalan, belanja dan p€ngelolaan
keuanSan desa. Sumber pendapatan desa lerdiri atas:
L Pendaparan asli desa
2. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten / kola
l. t agian dari dana per;mbangan kcuangan pusal dan daerah yang direrima
oleh kabupaten / kola
M?-ujudt'n Aononi Masyanlat Desa Suatu Ahematil...(S.i DaJ,ati)
4. Bantuan dari pemerintah, pemerintahan propinsi dan pemeaintaha,
kabDpaten / kota
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiea
Belanja desa yang dimaksud adalatr digunakan untuk mendanaipeny^elenggaraanlxnerintah desa dan pemberdayu- ruryr*f.uia"*. -"-*'_'
, 
fengetotaan keuangan desa yang dimaksud adala} dilakukan oleh kenala
oesa yang dfiuargkan dalarn perafumn desa lentang an&qaran pendaoafan arn
3:i1].",:::3..oq"p"n pedoman pengetotaan keuangan desa direrapkan otehbupalt / watlkota dengan berpedoman pada peraftran perundang_undangan.
Gambar : Bagan Organisasi pemerintah Desa
INDIVIDU
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